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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan materi perencanaan strategis yang ada dan tidak sinkron dan pencapain kinerja organisasi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016-2021. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pada makna suatu permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian, tentu apapun hasil yang akan didapatkan maka tidaklah menjadi sebuah acuan. Berdasarkan hasil penelitian dari data-data dokumen perencanaan bahwa : a) Penilaian Sinkronisasi Evaluasi Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Periode 2016-2021 sudah sesuai, prosentase kesesuaian sebesar 77,22%, b) Evaluasi Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, sinkronisasi kedua dokumen tersebut dengan nilai rata-rata mencapai 85,71% dan c) Evaluasi Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah,  secara keseluruhan capaian IKU sudah tercapai karena dari tahun ketahun target capaian kondisi kemantapan jalan tercapai. Secara keseluruhan sinkronisasi dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah sudah selaras. Namun masih perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi pembangunan infrastruktur maupun dari dokumen perencaaan itu sendiri. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi adanya perbedaan antara rencana awal dan implementasi yang sedang berlangsung maupun yang sudah berlangsung. Diharapkan dapat tercapai sinkronisasi yang lebih baik antara dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Lampung tengah dan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Evaluasi Pencapain kinerja organisasi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016-2021, mempunyai rasio efektivitas rata-rata 81,43%, namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum maksimal dalam realisasi anggarannnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang masih belum efektif dilaksanakan. perencanaan yang kurang baik, estimasi anggaran yang diajukan tidak didasarkan dengan kebutuhan yang jelas. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi di internal Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, sehingga terjadinya kelebihan anggaran yang mengakibatkan pemborosan anggaran (over budgeting). Dan adanya arah kebijakan baru karena adanya pandemic covid-19 kegiatan tidak dapat dilaksanakan, untuk menekan lajunya penularan virus covid-19 pemerintah memberi kebijakan dengan membatasi mobilitas masyarakat yaitu pembatasan pertumuan tatap muka di masa pandemi, sehingga kiranya kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan orang banyak
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ABSTRACT
This research aims to determine the discrepancies between existing strategic planning documents and organizational performance achievements in the Central Lampung District Highway Department during the period of 2016-2021. This research method utilizes a qualitative approach, focusing on the meaning of the problem to be studied, regardless of the results obtained. Based on the research results from the planning document data, it is found that: a) The synchronization evaluation between the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and the Strategic Plan (RENSTRA) of the Central Lampung District Highway Department for the period of 2016-2021 is aligned, with a synchronization percentage of 77.22%. b) The synchronization evaluation between the Regional Government Work Plan (RKPD) and the Performance Plan (Renja) of the Central Lampung District Highway Department shows a synchronization of both documents with an average value of 85.71%. c) The synchronization evaluation between the Local Government's Main Performance Indicators (IKU) and the Central Lampung District Highway Department's Main Performance Indicators (IKU) shows that the overall IKU targets have been achieved as the target achievement for road condition stability has been reached over the years. Overall, the synchronization of planning documents between the Regional Government and the Central Lampung District Highway Department is aligned. However, there is still a need for periodic monitoring and evaluation of infrastructure development implementation and the planning documents themselves. This can help identify differences between the initial plans and ongoing or completed implementations. It is hoped that better synchronization can be achieved between the planning documents of the Central Lampung District Government and the Central Lampung District Highway Department. The evaluation of organizational performance achievement at the Central Lampung District Highway Department for the period of 2016-2021 shows an average effectiveness ratio of 81.43%. However, there are still some programs and activities that have not been maximized in terms of budget realization, indicating the ineffectiveness of certain activities. This can be attributed to poor planning, unclear budget estimations based on actual needs, lack of coordination and collaboration within the Central Lampung District Highway Department, resulting in budget overruns (over budgeting). Additionally, the presence of new policy directions due to the COVID-19 pandemic has led to the inability to carry out certain activities, as the government imposed restrictions on public mobility to control the spread of the virus, including limitations on face-to-face meetings during the pandemic. This has affected activities that could lead to large gatherings.
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2. PENDAHULUAN

Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pemerintah telah menciptakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terpadu, menyeluruh, sistematis, dan tanggap terhadap perkembangan zaman dalam rangka membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman sosial dan karakteristik geografis yang unik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertugas menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), di bawah pembinaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, per Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah dicabut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[bookmark: _GoBack]Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Bina Marga sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah wajib menyusun Renstra Dinas Bina Marga. Marga Service, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016–2021 merupakan cetak biru jangka panjang dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi di bidang infrastruktur transportasi selama lima tahun ke depan.
Renstra Dinas Bina Marga digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur seberapa baik Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan tugasnya dalam menunjang pembangunan daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah.
Rencana Strategis Dinas Bina Marga disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016–2021 yang merupakan bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005–2025.
Lingkungan internal dan eksternal organisasi dievaluasi sebagai bagian dari proses Perencanaan Strategis (RENSTRA). Selanjutnya, arah dan tujuan organisasi untuk mencapai target yang telah ditentukan atau mencapai kinerja organisasi akan diturunkan dari pemeriksaan hasil rencana strategis.
Untuk melakukan penilaian lingkungan yang menyeluruh, bisnis harus secara teratur mengumpulkan dan menganalisis data tentang peluang dan bahaya internal dan eksternal mereka. Mengidentifikasi masalah yang paling mendesak untuk diatasi adalah tujuannya (Allison Michael, 2005). Menganalisis komponen eksternal dan internal dasar strategi yang ada, mengukur efektivitas, dan melakukan penyesuaian (David: 2011:6).
Beberapa isu -isu strategis yang dapat dirumuskan terkait dengan penanganan jaringan jalan. Berikut ini adalah landasan maksud dan tujuan Bina Marga Service dibangun:
1. Kesenjangan Wilayah terkait dengan luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kerusakan Jalan yang sangat cepat akibat beban yang berlebih.
3. Lampung Tengah merupakan jalur darat utama kegiatan distribusi barang/jasa.
4. Keterbatasan Anggaran, SDM, dan Peralatan untuk menuntaskan pembangunan jalan/ jembatan.
5. Kelompok yang berbeda memiliki prioritas yang berbeda selama proses pembangunan.
6. Minat masyarakat untuk membantu membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan masih rendah.
7. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan.
8. Kurang Memadainya penyedia barang dan jasa konstruksi.
Sasaran pembangunan dan operasional Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah berpedoman pada Rencana Strategis. Untuk mendapatkan keberhasilan suatu program berjalan dengan baik, Rencana tindakan yang ditata dengan baik diikuti dengan surat itu. Oleh karena itu, Rencana Strategis Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah harus dievaluasi kembali untuk menjamin kebenarannya dan menentukan dapat atau tidaknya menjadi pedoman yang berguna untuk menentukan arah masa depan daerah tersebut.
Di bawah ini adalah tabel tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Bina Marga periode tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Bina Marga periode tahun 2016 – 2021





Sumber : RPJMD Kabupaten Lampung Tengah periode 2016-2021
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki kualitas dan kuantitas jalan yang belum memadai dan jembatan dimana pesentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 61,5% dari 1.343,326 km, Hal ini karena dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan tidak sebanding dengan panjang jalan yang harus dipelihara dan jumlah jembatan yang relatif besar. Kurangnya ketertiban di antara pengendara dalam mematuhi tonase yang ditetapkan memberikan kepercayaan pada argumen bahwa mengendalikan pengendara yang melanggar tonase (kelebihan muatan) sangat penting untuk menjaga jalan dalam kondisi yang dapat digunakan.
Banyak hal yang menyebabkan belum tercapainya program kerja dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017. Salah satu penyebab kegagalan adalah waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu program, kurangnya sumber daya manusia, dan kesiapan yang tidak memadai untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, proses perencanaan strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, mulai dari konsepsi semua program hingga implementasi aktualnya, masih memiliki banyak hal yang harus dicakup.
Terkadang acuan dalam Rencana Kerja Daerah (RKPD) tahun berjalan tidak sinkron dengan yang ada dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016. -2021. Dengan demikian, prioritas yang dilaksanakan tidak tercermin dalam prinsip-prinsip panduan, kebijakan, dan rencana kerja.
Menilai keberhasilan strategi perusahaan sangat penting. Mengevaluasi strategi secara tepat waktu dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk masalah yang akan datang, mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan organisasi dalam implementasi tujuan, mengurangi risiko yang sama untuk tujuan masa depan, dan memberikan bahan pembelajaran yang berharga dan masukan organisasi untuk perencanaan strategis di masa mendatang. bertahun-tahun. (David: 2011:6). Istilah "evaluasi" mengacu pada pemeriksaan metodis dan tidak memihak terhadap konsepsi, pelaksanaan, dan hasil proyek, program, atau kebijakan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan pembangunan dalam kaitannya dengan tujuan yang ditetapkan dan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak.
Praktik pemantauan dan penilaian kemajuan merupakan hal yang intrinsik dalam setiap rencana tindakan. Mengumpulkan data ini membutuhkan evaluasi yang ketat dan tidak memihak dari semua inisiatif aktif (Owen, 2013). Meskipun ada beberapa gerakan menjauh dari pendekatan yang lebih konvensional terhadap manajemen publik dan struktur organisasi dalam model kebijakan publik baru-baru ini, masih belum ada metode yang jelas untuk menghasilkan dan mempertahankan peningkatan kinerja yang memperhitungkan perubahan dalam lingkungan eksternal (Karami, 2015).
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap rencana strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 sebagai tindak lanjut dari isu-isu strategis yang terjadi di Dinas Bina Marga selama ini. waktu.
Tujuan umum Rencana Strategis Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk memandu pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah untuk kepentingan warga saat ini dan masa depan. Karena keberhasilan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah tergantung pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), evaluasinya sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang organisasi.
Selain itu, organisasi melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna mewujudkan tujuannya, khususnya di bidang pengelolaan pelaksanaan program dan peningkatan kinerja. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan bagi seluruh karyawan di semua area organisasi, meningkatkan frekuensi pemantauan dan evaluasi kinerja setiap area organisasi, dan sinkronisasi dokumen perencanaan.
Penelitian ini akan mengevaluasi Rencana Strategis Jalan Raya (RENSTRA) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016–2021, berdasarkan permasalahan dan gejala tersebut di atas.
Persoalan seputar Bina Marga di Kabupaten Lampung Tengah kerap memanas dan menjadi pelik. Kesimpulan berikut telah ditarik dari temuan para peneliti:
· Sasaran, tujuan, dan kegiatan program untuk tahun berjalan tidak diprioritaskan secara tepat karena kurangnya sinergi antara kertas renstra.
· Program dan inisiatif di setiap area kerja yang belum selesai secara maksimal.
Ada dua bagian untuk penilaian ini; yang pertama adalah pemeriksaan tentang seberapa baik kertas perencanaan strategis yang berbeda cocok satu sama lain. Pendekatan Rapid Assessment Evaluation digunakan untuk analisis ini. Langkah kedua adalah penilaian hasil upaya organisasi. Tujuan dari metodologi evaluasi Gap Analysis adalah untuk menentukan bagaimana hasil saat ini dibandingkan dengan hasil yang diinginkan. Teknik ini dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithalm, dan Berry (1995), merupakan alat evaluasi untuk bisnis yang membandingkan kinerja aktual dengan tujuan.  
Setiap program yang berhasil dilaksanakan dan maksimalnya penyerapan anggaran dari setiap program yang dilaksanakan sebagai penilaian kinerja organisasi merupakan pencapaian tujuan utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.
Dalam hal ini kinerja perusahaan akan dievaluasi dengan melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian nilai Key Performance Indicator (IKK) Program Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode 2016-2021.
A. [bookmark: _Toc121402027]Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut dalam upaya memberikan penjelasan atas permasalahan yang muncul di Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.
1. Dimana peneliti bisa mendapatkan materi renstra tidak sinkron Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021?
2. Bagaimana pencapain kinerja organisasi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016-2021?
B. [bookmark: _Toc121402028]Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan di mana terdapat ketidakkonsistenan antara rencana strategis 2016-2021 dan penyampaian layanan aktual oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.
C. [bookmark: _Toc121402029]Kegunaan Penelitian
Berikut beberapa proyeksi manfaat kajian ini dalam pembelajaran Renstra Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah: 
a) Peneliti berharap temuan mereka akan membantu Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah menyempurnakan pendekatan perencanaan strategis ketika mengembangkan Rencana Strategis berikutnya.
b) Penulis dapat lebih memahami Rencana Strategis Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah dengan membaca laporan ini.
D. [bookmark: _Toc121402030]Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup yang terdapat pada Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2016-2021 Study Kasus Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah yaitu pada uji konistensi isi dalam masing-masing dokumen. 



Tabel 1. Uji Konsistensi
	No.
	Kabupaten
	Dinas Bina Marga
	Uji Konsistensi

	
	
	
	Sinkron/
Konsisten
	Tidak Sinkron/
Konsisten

	1.
	RPJMD
	RENSTRA
	 
	 

	2.
	RKPD
	RENJA
	 
	 

	3.
	IKU KABUPATEN
	IKU DINAS
	 
	 


[bookmark: _Toc121402031]Sumber : Bambang Suhada 2022

3. [bookmark: _Toc121402032]KAJIAN TEORI
A. [bookmark: _Toc121402033]Manajemen Strategis
a) Definisi Manajemen Strategis
Manajemen dan strategi, yang masing-masing memiliki arti tersendiri, telah dirangkai menjadi istilah "manajemen strategis", kombinasi yang maknanya telah berkembang seiring dengan konsep individu. (blogQ, 2012)
Manajemen dalam hal waktu digunakan secara independen dari jenis manajemen lain yang definisinya telah dikembangkan, seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen kantor, dan manajemen pendidikan. Ekspresi yang berbeda memiliki arti yang agak berbeda, tetapi setiap orang biasanya mengerti apa yang mereka maksud. Ada definisi manajemen kuno namun ringkas yang dikemukakan oleh Gorge Terry: "Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain." Menurut (Hadari 2000: 36). 
Jika merujuk pada pengelolaan suatu organisasi, maka istilah “strategi” dapat diartikan sebagai pedoman, prosedur, dan pendekatan terpenting yang dikembangkan secara metodis untuk tujuan menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang diarahkan pada tujuan strategis. tujuan bisnis. "Perencanaan Strategis" mengacu pada proses ketika organisasi mengembangkan rencana menggunakan pendekatan metodis. Hadari (2000) mendefinisikan manajemen stratejik sebagai “suatu proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang mendasar dan komprehensif, disertai dengan penentuan cara pelaksanaannya, dibuat oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh semua tingkatan dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya”. (Hadari 2000: 148). Definisi ini adalah salah satu definisi dari frase "manajemen strategis". 
Manajemen strategis adalah “serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan,” seperti yang didefinisikan oleh Hunger dan Wheelen (2003:27). Terdiri dari empat tahap (memantau lingkungan, mengembangkan rencana, mewujudkan rencana itu, dan menilai keberhasilannya). Manajemen stratejik, di sisi lain, dapat dipahami sebagai “upaya manajerial untuk menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebelumnya”, sebagai dikemukakan oleh Suwarsono Muhammad (2004: 6).
Manajemen strategis juga dapat dianggap dalam arti yang lebih luas, sebagai proses pengambilan keputusan tingkat atas (disebut keputusan fundamental dan prinsipal) untuk memfasilitasi kolaborasi produktif antar organisasi (disebut Misi) dalam mengejar tujuan bersama ( disebut Visi) (lihat juga: Perencanaan Operasional untuk menghasilkan barang dan atau jasa dan jasa yang berkualitas, diarahkan pada optimalisasi sumber daya). ...(Hadari, 2000: 149).
b) Manfaat Manajemen Strategis
Manajer didorong untuk berpikir lebih kreatif atau strategis dengan memberi mereka kerangka umum untuk mengatasi semua masalah strategis perusahaan, bukan hanya masalah yang secara langsung melibatkan persaingan. Membuat opsi yang lebih layak untuk mengatasi masalah berdasarkan penelaahan yang lebih dalam ke data biasanya memberikan hasil yang lebih baik. 
Mengacu pada ilmu perencanaan bisnis strategis, tulis Ali Hosseini dan Mostafa Mohammady. Ini adalah tanggung jawab kepala perusahaan. Dengan bantuan semua staf, manajemen strategis memastikan bahwa perusahaan Anda memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Menjawab ketiga pertanyaan ini sangat penting untuk manajemen strategis yang efektif. Bagaimana seharusnya seseorang mencapai tujuan ini? Alat apa yang diperlukan untuk mewujudkannya? Ini diterbitkan pada tahun 2007 di "Jurnal Internasional Ilmu Manajemen dan Rekayasa Manajemen," halaman 316–317. 
Entri jurnal di atas menjelaskan bagaimana manajemen strategis membantu pengusaha menjawab tiga pertanyaan mendasar: Apa misi bisnis saya? Bagaimana kita paling efektif mencapai tujuan ini? Sarana apa yang tersedia untuk mewujudkan tujuan ini?
Pemilik, eksekutif, pekerja, dan lainnya dapat memperoleh manfaat dari mendengar tentang visi perusahaan dan bagaimana rencana untuk mencapainya melalui manajemen strategis. Dengan cara ini, setiap orang yang terlibat, terutama mereka yang memiliki kepentingan langsung, dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam atas kemungkinan dan ancaman komersial yang mereka hadapi. Mereka akan menyadari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan dan siap menghadapi perubahan internal yang diperlukan (Suwarsono Muhammad, 2004: 18).
B. [bookmark: _Toc121402034]Perencanaan Strategis (Rencana Strategis)
a. Definisi Perencanaan Strategis
Definisi perencanaan diperlukan sebelum kita dapat berbicara tentang perencanaan strategis. Perencanaan, seperti yang didefinisikan oleh George R. Terry (Purwanto, 2008: 45), melibatkan "memvisualisasikan dan merumuskan aktivasi yang diusulkan yang diyakini perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan" (dengan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi tentang masa depan). 
Agar menjadi sangat sukses dalam usaha apa pun, perencanaan dan persiapan yang cermat sangat penting. Jika kita telah melakukan perencanaan dengan baik, kita akan selalu berada dalam situasi di mana kita dapat berkata, "kita berada di jalur yang benar", yang berarti kita menuju ke arah yang benar. “Perencanaan Strategis” mengacu pada proses pembuatan rencana yang efektif dan efisien (Gitosudarmo, 2001: 82). 
Untuk pergi ke mana Anda ingin pergi, Anda perlu memikirkan apa yang akan Anda lakukan, fakta apa yang akan Anda pilih untuk dihubungkan, dan asumsi apa yang akan Anda gunakan saat Anda menjelaskan dan merumuskan rencana tindakan Anda. Demikian pula, “perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang melibatkan pemilihan alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program” (Purwanto, 2008: 45). Ini didasarkan pada karya Harold Koontz dan Cyril O'Donnel. Manajer memiliki tanggung jawab perencanaan, termasuk memutuskan tujuan, kebijakan, proses, dan alternatif yang tersedia. 
Jelas dari uraian di atas bahwa perencanaan adalah upaya mental yang dilakukan untuk memutuskan tujuan, kebijakan, prosedur, dan program yang akan diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan di masa depan. Istilah "perencanaan strategis" telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh berbagai spesialis. Perencanaan strategis, menurut Olsen dan Eadie, adalah “upaya disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi sebuah organisasi (atau entitas lain), apa yang dilakukan organisasi (atau entitas lain), dan mengapa organisasi (atau entitas lain) itu melakukannya. hal-hal." Menurut (Bryson 2005). 
b. Manfaat Perencanaan Teknis
Banyak penulis (Roering, Freeman, Bryson, 1986) setuju bahwa perencanaan strategis dapat membantu perusahaan melakukan dua hal: berpikir secara strategis dan membuat rencana yang sukses.
1. Jalan ke depan harus diperjelas.
2. menetapkan prioritas
3. Pikirkan efek jangka panjang dari pilihan Anda saat ini.
4. Bangun kerangka kerja yang konsisten dan andal untuk memilih pilihan.
5. Manfaatkan kebijaksanaan Anda sendiri di lokasi yang dikendalikan perusahaan.
6. Keputusan harus dibuat lintas departemen dan struktur organisasi.
7. Atur organisasi Anda.
8. Meningkatkan efektivitas organisasi.
9. Ambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menanggapi kondisi yang berubah-ubah.
10. Menggabungkan lebih banyak kegiatan kelompok.
Mereka menekankan, bagaimanapun, bahwa sementara rencana strategis mungkin menawarkan keuntungan yang disebutkan di atas, ini sama sekali tidak diberikan. Pertama-tama, perencanaan strategis tidak lebih dari sekumpulan ide, metode, dan sumber daya. Karena tidak semua teknik sama efektifnya dan karena kondisi yang berbeda dapat memengaruhi keberhasilan penerapan strategi apa pun, perencana harus sangat berhati-hati.
Perencanaan strategis memiliki beberapa keunggulan, seperti yang dikemukakan oleh Mansour Fakih dalam Bryson (1999:8).
1. Perannya sangat berarti dalam membantu organisasi dalam menetapkan isu strategis yang perlu dan relevan.
2. Sebarkan berita tentang tujuan, sasaran, dan mandat grup sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama.
3. Mengizinkan konsolidasi berkala, yang meningkatkan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan.
Sementara itu, Robbins dan Coulter (1999:200) menyebutkan empat sebab dan akibat yang memerlukan perencanaan strategis.
1. Dengan kata lain, ini semua tentang memiliki rencana.
2. Persiapan strategis mengurangi pukulan gangguan.
3. Ketika sumber daya dialokasikan secara strategis, pemborosan dijaga seminimal mungkin.
4. Standardisasi kontrol adalah fungsi dari perencanaan strategis.

c. Proses Perencanaan Strategis
Bryson (2005: 55) hanyalah salah satu ahli yang telah memberikan saran untuk membantu proses perencanaan strategis. Metode delapan langkah Bryson lebih sistematis, menyeluruh, dan kolaboratif daripada pendekatan alternatif. 
1. Buat rencana tindakan dan capai konsensus di atasnya.
2. Menentukan kebutuhan perusahaan.
3. Tujuan dan cita-cita organisasi harus dibuat jelas.
4. Peluang dan risiko di lingkungan eksternal perlu dievaluasi.
5. Kekuatan dan kekurangan lingkungan internal dievaluasi.
6. Tentukan tantangan strategis utama yang dihadapi perusahaan.
7. Buat rencana untuk menangani masalah.
8. Membuat rencana untuk masa depan yang akan membantu kesuksesan perusahaan. 
Kedelapan itu harus mengarah pada sesuatu yang konkrit yang bisa diukur dan dievaluasi. Juga disoroti bahwa setiap tahap membutuhkan melakukan sesuatu, mengeluarkan sesuatu darinya, dan menilai seberapa baik itu berhasil. Jadi, melakukan pekerjaan dan kemudian menilai seberapa baik hasilnya seharusnya tidak menjadi renungan, melainkan komponen proses yang berkelanjutan. 
d. Persiapan Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis tidak dapat dimulai sampai perusahaan menentukan kesiapannya. Ketika sebuah perusahaan telah mencapai titik ketika perencanaan strategis dapat dimulai, ada lima langkah yang harus diambil untuk memastikan kelancaran peluncuran: 
1) Tentukan masalah atau keputusan sadar yang akan memandu perencanaan Anda.
2) Tentukan tanggung jawab (siapa yang bertanggung jawab atas apa).
3) Membentuk Komite untuk Merencanakan.
4) Membuat profil perusahaan.
5) Tentukan data apa yang harus diperoleh untuk pengambilan keputusan yang bijak. Ini menurut (Allison, Kaye, 2005: 13–14).

e. Mempertegas Misi dan Visi
Pernyataan misi memiliki tujuan yang mirip dengan paragraf pengantar karena keduanya mengarahkan pembaca dan menunjukkan perintah penulis tentang pokok bahasan. Organisasi biasanya menggunakan pernyataan misi untuk menjelaskan diri mereka sendiri sehingga mereka dapat: 
1) Arti. Apa tujuan organisasi dan alasan keberadaannya?
2) Bisnis. Sarana utama yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya.
3) Nilai. Nilai-nilai bersama yang memotivasi anggota organisasi untuk bekerja menuju tujuan bersama. Menurut (Allison & Kaye, 2005:14–15), Jika pernyataan misi perusahaan menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana mereka melakukan apa yang mereka lakukan, maka pernyataan visi menggambarkan hasil akhir dari usaha mereka. Mengutip penulis, "visi adalah model mental keadaan masa depan, dibangun di atas tebakan yang dapat diterima, asumsi yang masuk akal tentang masa depan, dipengaruhi oleh penilaian kita sendiri tentang apa yang dapat dibayangkan dan baik. "Visi adalah model mental yang individu dan kelompok dapat mengaktualisasikan melalui usaha dan perilakunya” (Allison & Kaye, 2005: 15).
f. Menilai Lingkungan
Langkah pertama melibatkan pengumpulan data terbaru tentang SWOT organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman). Tujuannya di sini adalah untuk membidik masalah paling mendesak yang harus diselesaikan. Komite perencanaan jarang mencapai konsensus lebih dari segelintir masalah atau isu kunci yang terkait dengan rencana strategis. (Allison, Kaye, 2005: 15-16). Menilai lingkungan mencakup tiga kegiatan mengumpulkan informasi berikut ini : 
1) Mengumpulkan masukan dari para stakeholder internal (dewan, staf, dan para relawan). 
2) Kumpulkan informasi dari sumber lain (seperti pelanggan, donor, dan tokoh masyarakat). 
Menganalisis data publik seperti sensus, statistik publik, pola keuangan saat ini, dan sebagainya, serta data yang lebih subjektif seperti perkiraan permintaan layanan di masa mendatang dan permintaan klien yang tercatat serta perubahan campuran klien. Allison dan Kaye (2005:94).
g. [bookmark: _Hlk120204564]Indikator Kinerja Utama
a. Pengertian Indikator Kinerja Utama 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M/Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi. 
b. Tujuan dan Jenis - Jenis Indikator Kinerja Utama
  Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: 
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 
Dapatkan wawasan tentang seberapa baik kinerja perusahaan Anda dalam mencapai sasaran kinerjanya dan meminta pertanggungjawaban anggotanya atas tindakan mereka. 
Indikator Kinerja, Khususnya: 
a. Indikator input menggambarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap output dan hasil (dalam hal kuantitas, kualitas, dan biaya).
b. Frekuensi proses, kepatuhan terhadap jadwal, dan kepatuhan terhadap ketentuan/standar merupakan contoh indikator proses.
c. Indikator kuantitatif, kualitatif, dan efisiensi dari komoditas dan jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha merupakan contoh indikator output.
d. Indikator Hasil: deskripsi efek aktual atau yang diantisipasi dari barang atau jasa yang diproduksi (seperti output yang meningkat, prosedur yang disederhanakan, efisiensi yang lebih tinggi, kualitas yang lebih tinggi, kebiasaan yang berubah, efisiensi yang lebih besar, dan keuntungan yang lebih tinggi). Indikator Dampak menggambarkan hasil, positif atau negatif, dari penyelesaian proyek. Tingkat yang lebih tinggi dari yang terakhir, indikator dampak mengukur efek dari tindakan.
C. Anggaran
a) Pengertian Anggaran
Baik organisasi nirlaba maupun nirlaba menggunakan anggaran sebagai alat pemantauan keuangan. Penganggaran digunakan oleh bisnis untuk lebih mengarahkan kegiatan mereka, seperti perencanaan, pengendalian, dan lain-lain. Anggaran perusahaan adalah rencana yang menguraikan berapa banyak uang yang akan dihabiskan untuk berbagai proyek dan operasi selama jangka waktu tertentu di masa depan. 
Menurut Munandar (2010: 1), anggaran adalah rencana yang dipikirkan dengan matang yang merinci aspek keuangan operasi organisasi untuk periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Nafarin (2012:19), anggaran adalah “rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”.
Menurut Darsono dan Purwanti (2013:111), anggaran adalah “rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan”, termasuk pengeluaran sekarang dan yang akan datang. Baik Halim dan Kusufi (2014:48) Anggaran adalah dokumen yang memberikan proyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam satuan moneter untuk periode waktu yang telah ditentukan, serta data historis untuk keperluan pemantauan dan evaluasi kinerja aktual. Anggaran yang diajukan oleh Sasongko dan Parulian (2015:2) merupakan strategi yang akan dijalankan oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu.
Penganggaran, sebagaimana didefinisikan di atas, memerlukan perencanaan dan pengendalian keuangan yang diformalkan yang dilaksanakan melalui pengerahan wewenang manajerial yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu.

b) Pengertian Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya, yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan Gede Edy Prasetya (2010; 6) dalam bukunya Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Perkembangan Tujuan Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan gambaran umum sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Pusat/Daerah, termasuk perbandingan anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Situasi APBD dapat dilihat dari tindakan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang diungkapkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
APBN merupakan Instrumen Kebijakan Pengelolaan dan Ekonomi, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Anggaran negara adalah alat kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa semua warga negara berbagi hasil kerja negara secara adil. Metode ini menginformasikan proses penganggaran, yang dilakukan melalui sejumlah metode yang berbeda. Metode yang umum digunakan dalam perencanaan anggaran meliputi:
a. Traditional Budgeting System 
Anggaran tipikal dibuat tanpa mempertimbangkan dan menilai urutan tindakan yang harus diambil untuk mewujudkan tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Kebutuhan untuk berbelanja dan membayar barang adalah motivasi utama untuk bersiap-siap. Akuntansi dalam sistem ini yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan pembukuan lebih menekankan pada tanggung jawab dan akuntabilitas. Anggaran dibagi di antara banyak departemen dan lembaga, dengan masing-masing menerima persentase tertentu dari total. Sistem pertanggungjawaban hanya mengandalkan transaksi keuangan tanpa menyelidiki apakah uang itu digunakan dengan baik atau tidak.


b. Performance Budgeting System 
Untuk mendapatkan hasil maksimal dari uang yang tersedia, pendekatan penganggaran kinerja mengutamakan efisiensi. Agar berhasil, metode penganggaran ini—yang didasarkan tidak hanya pada apa yang dibelanjakan tetapi juga pada tujuan atau rencana tertentu—membutuhkan dana yang cukup dan penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam pendekatan anggaran kinerja ini, fokusnya tidak hanya pada jumlah uang, tetapi juga pada rencana kegiatan, hasil yang diharapkan, proyek yang akan dilaksanakan, dan alokasi dana untuk memastikan penggunaannya yang paling efisien dan efektif.
Laporan Realisasi Anggaran memberikan “ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,” seperti yang didefinisikan oleh Tanjung, Abdul Hafiz (2013: 71). Prosedur penganggaran dapat dipecah menjadi dua fase utama:
1. Dari atas ke bawah (Top-down)
Ini adalah tindakan membuat rencana pengeluaran tanpa terlebih dahulu menetapkan tujuan atau landasan teoretis yang kuat. Penganggaran adalah tindakan mengalokasikan sumber daya, biasanya uang, dari manajemen atas organisasi ke manajemen yang lebih rendah untuk tujuan mengimplementasikan inisiatif. 
2. Dari bawah ke atas (Bottom-up)
Anggaran dikembangkan setelah tujuan ditetapkan, tetapi prosesnya dimulai dengan penetapan tujuan. Penganggaran bottom-up adalah bentuk dialog strategis antara tujuan dan sumber daya keuangan. 

c) Pengertian Kinerja Anggaran
Kinerja Anggaran adalah pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Penganggaran berbasis kinerja, seperti yang didefinisikan oleh Halim (2007), adalah cara mengalokasikan sumber daya yang memungkinkan administrasi tingkat atas membangun hubungan langsung antara pengeluaran yang direncanakan dan hasil yang terukur.
Menurut Bappenas (2009), penganggaran yang berfokus pada kinerja adalah metode perencanaan keuangan yang memperhitungkan rencana, kegiatan, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan organisasi untuk dirinya sendiri. Padahal, menurut Pasal 17 UU 17 Tahun 2003, "penganggaran berbasis kinerja" (ABK) adalah "suatu metode untuk menyusun rencana pengeluaran yang mempertimbangkan hasil-hasil yang diantisipasi daripada hasil-hasil yang lalu."
Menurut Halim dan Iqbal (2012: 173), penganggaran berbasis kinerja adalah metode pengalokasian sumber daya yang memungkinkan administrasi tingkat atas membangun hubungan langsung antara dana yang dialokasikan dan hasil yang terukur. Tujuan kinerja untuk setiap tugas menentukan hasil yang diharapkan.
Menurut Mahmudi (2016:69), penganggaran berbasis kinerja adalah pendekatan penganggaran yang mempertimbangkan efisiensi kegiatan dan program untuk mencapai keluaran dan hasil yang diinginkan selain hubungan antara anggaran (input) dan keluaran yang diharapkan ( hasil).
Anggaran kinerja memperhitungkan sejumlah faktor. Untuk memulai, tolong jelaskan mengapa Anda membutuhkan uang tunai ini. Kedua, implikasi anggaran dari rencana yang disarankan. Dan terakhir, informasi numerik yang mengukur hasil dan upaya setiap program.
[image: ] Efisiensi proses tertentu adalah penekanan utama penganggaran menurut metode kinerja ini. Sederhananya, efisiensi adalah rasio hasil terhadap sumber daya yang digunakan. Suatu tindakan dianggap efisien jika meningkatkan output sambil mempertahankan tingkat input, atau mempertahankan output sambil mengurangi kebutuhan input. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan atau rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efektif dan efisien.
B. [bookmark: _Toc121402036][bookmark: _Hlk120204052]Kerangka Berpikir
Kerangka konseptual memberikan dasar untuk berbagai hipotesis dan hipotesis investigasi. Rencana strategis dikembangkan setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan eksternal dan perumusan prinsip-prinsip panduan. Saat melakukan studi lingkungan, penting untuk mempertimbangkan pengaturan internal dan eksterior. Sebuah rencana strategis dapat dikembangkan dengan integrasi studi tentang lingkungan eksternal dengan perumusan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Penting untuk menilai efektivitas strategi yang dipilih. Peneliti akan menggambarkan kerangka konseptual ini secara grafis, seperti yang terlihat di bawah ini:






	
Gambar 1. Kerangka Berfikir
3. [bookmark: _Toc121402037]METODE PENELITIAN

[bookmark: _Hlk89633883]Pendekatan metodologis yang diambil adalah pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2002), penelitian kualitatif adalah aliran pemikiran dalam ilmu sosial yang "sangat bergantung pada pengamatan manusia terhadap alam dan berinteraksi dengan orang-orang ini dalam bahasa dan istilah mereka." Kemudian, dalam Moelong (2002), Bogdan dan Taylor mendefinisikan teknik kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata dan frase dari pengamatan orang dan perilaku. Kekhawatiran vital bisnis dan perspektif reflektif pada isu-isu sosial adalah fokus dari metode kualitatif, yang langsung mengejar (Palvie Errikson, 1998). Menurut Michael D. Mayers (2013), pendekatan kualitatif dalam bisnis memberikan “fakta keras” mengenai apa yang terjadi dan mengapa. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode yang didasarkan pada filosofi postpositive, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan) untuk penelitian pada objek alam, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Temuan penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif.
Penelitian studi kasus digunakan untuk mengevaluasi implementasi perencanaan strategis Dinas Bina Marga selama periode 2016-2021. Penelitian dengan menggunakan teknik studi kasus (Case Study) merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informasi untuk studi kasus dapat dikumpulkan dari sejumlah orang dan tempat yang berbeda (Nawawi, 2003). Karena ini adalah studi kasus, informasi yang dikumpulkan berasal dari berbagai tempat, dan temuannya spesifik untuk situasi yang diteliti. Selain itu, teknik studi kasus merupakan suatu bentuk pendekatan deskriptif yang menekankan pada pemeriksaan mendalam terhadap suatu organisme (orang), lembaga, atau kumpulan gejala tertentu dalam konteks tertentu (Arikunto, 1986). Studi kasus juga dapat merujuk pada teknik atau metodologi penelitian, atau dapat digunakan untuk merujuk pada temuan studi kasus. Definisi pertama, dalam konteks kajian ini, adalah yang ditekankan oleh penulis. Studi kasus adalah metode penelitian, penjelasan, atau interpretasi yang berfokus pada satu kejadian atau rangkaian keadaan yang terisolasi. Pada hakekatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu pilihan atau rangkaian keputusan, termasuk rasionalisasi, implementasi, dan hasilnya (Salim, 2001).
[bookmark: _Hlk98447505]Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah menjadi tuan rumah kajian tersebut. Peneliti dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk membuat temuan mereka lebih tepat dan dapat diterapkan di sini. Kawasan ini dipilih karena Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah setuju untuk ikut serta dalam kajian dan memberikan data yang diperlukan.
Formulir dan kumpulan informasi berikut akan digunakan dalam penelitian ini:
1. Data primer
Data primer adalah informasi yang dikumpulkan di lapangan dari pengalaman langsung, seperti wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Lofland (dalam Moleong, 2012) berpendapat bahwa wawancara dan observasi merupakan sumber data primer dalam penelitian kualitatif. Informasi dapat diperoleh dari percakapan dan interaksi di lapangan melalui observasi dan wawancara. 
2. Data sekunder
Data yang dikumpulkan dari sumber selain sumber primer, seperti wawancara, survei, dan bahan arsip, dikenal sebagai data sekunder. Informasi dari sumber asli didukung oleh data sekunder (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa dokumen baik yang diperoleh secara online maupun offline dari kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. 
A. [bookmark: _Toc121402041]Populasi dan Sampel
1) [bookmark: _Toc121402042]Populasi
Populasi, seperti yang didefinisikan oleh Sugiyono (2014:119), adalah domain tempat peneliti membuat generalisasi yang luas tentang item atau orang yang memiliki seperangkat sifat yang telah ditentukan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah dengan jangka waktu 5 tahun, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 - 2025, merupakan populasi yang diteliti di sini.
1. RPJMD I (kesatu) Tahun 2006-2011. 
2. RPJMD II (kedua) 2011-2016.
3. RPJMD III (ketiga) 2016-2021.
4. RPJMD IV (keempat) 2021-2026.
2) [bookmark: _Toc121402043]Sampel
Menurut Sugiyono (2014:120) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu : RPJMD III (ketiga) 2016 – 2021, yaitu RENSTRA periode 2016-2021 Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.
B. [bookmark: _Toc121402049][bookmark: _Hlk98448723]Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis berdasarkan karya Miles dan Huberman (1984), seperti yang dijelaskan dalam Sugiyono (2005). Metode ini terdiri dari tiga model yang saling bergantung dan saling berinteraksi:
1. Data Reduksi (Data Reduction)
Studi kuantitatif sering menggunakan reduksi data sebagai salah satu metode analisisnya. Reduksi data adalah jenis analisis yang membantu Anda menghasilkan temuan definitif dengan memfokuskan, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan, dan mengatur data. Kuantifikasi data bukan satu-satunya arti "reduksi" yang mungkin. Berdasarkan penelitian Miles dan Huberman (1984).
2. Penyajian Data (Data Display)
Analisis data kualitatif dapat mencakup pendekatan penyajian data. Ketika informasi dikumpulkan dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan, proses ini dikenal sebagai penyajian data. Teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan adalah cara umum data kualitatif disajikan (Miles dan Huberman, 1984).
Informasi Evaluasi Rencana Strategis Pelayanan (RENSTRA) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 disajikan secara naratif pada tahap kedua ini.


3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)
Inferensi berbasis model untuk kesimpulan dan validasi (Miles dan Huberman, 1984) merupakan langkah ketiga dalam studi data kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif. Proses analisis berpuncak pada perumusan kesimpulan yang dapat memandu perilaku selanjutnya.
Karena hasil awal masih tentatif dan dapat direvisi jika bukti substansial tidak ditemukan untuk mendukung pengumpulan data di tingkat selanjutnya, verifikasi dilakukan. Namun jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan menemukan bahwa temuan awal yang dibuat didukung oleh bukti yang asli dan konsisten, maka kesimpulan awal tersebut dapat dipercaya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Penelitian
Adapun temuan penelitian yang didapatkan peneliti pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah yakni sebagai berikut:


1. Sinkronisasi antar dokumen perencanan strategis yang ada pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016-2021

1.1   Sinkronisasi RPJMD dengan RENSTRA Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah
Dengan adanya sinkronisasi ini, RPJMD memberikan arah dan kerangka strategis bagi Dinas Bina Marga dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, sedangkan Renstra Dinas Bina Marga menjadi alat operasional yang lebih detail dalam mewujudkan visi dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Bapak Umar yang mengepalai Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah baru saja menyelesaikan survei hubungan Renstra dan RPJMD yang saling menguntungkan.
“RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan Renstra sendiri adalah dokumen yang dibuat oleh OPD yang mengacu pada RPJMD untuk mencapai keberhasilan OPD. Adapun tujuan dan sasaran dari Dinas Bina Marga sudah mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, seperti halnya rumusan tujuan dan sasaran dari Dinas Bina Marga masuk dalam misi ke-2 dari Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.”

1.2 Sinkronisasi RKPD dan Renja Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah
Sinkronisasi antara RKPD dan Renja Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Dengan demikian, kegiatan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah dapat terkoordinasi dengan baik, sumber daya dapat dialokasikan secara efektif, dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lancar.
Renja sendiri haruslah konsisten dengan RKPD. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Renja harus sesuai dengan arah dan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD. Dalam hal ini, Renja berfungsi sebagai instrumen implementasi RKPD di tingkat unit organisasi. Lain halnya yang diungkapkan oleh  Bapak Primadiartha selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada kuisioner yang dibagikan bahwa:
“Program-program yang ada pada Renja sudah kita lakukan secara rutin dan dijalankan sesuai dengan bidang masing-masing, terkait dengan penjabaran dan kesesuain Renja dengan RKPD saya sendiri tidak begitu memahami.” 
1.3 Sinkronisasi Indikator Kinerja Umum (IKU) Kabupaten dengan IKU Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah
Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah untuk memberikan gambaran posisi akhir periode Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK) dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakilnya. kepala daerah.
IKU dapat mencakup berbagai aspek kinerja, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan lain sebagainya. Setiap kabupaten dapat memiliki IKU yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan prioritas pembangunan setempat. Seperti halnya Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah yaitu terkait peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan yang masuk dalam aspek infrastruktur. Sesuai dengan IKU Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Mrga Kabupaten Lampung Tengah Nomor 800/25.b/D.a.VI.03/2018 tahun 2018 Tentang Riview Indikator Kinerja Utama pada Dinas Bina Marga telah mengacu IKU Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD.
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah
[image: ]



 
(IKU Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, 2021)
Dengan keberadaannya IKU tersebut Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah dapat mengukur sejauh mana target yang dicapai, mengidentifikaksi area yang perlu adanya perbaikan dan melacak kinerja seiring waktu. Sama halnya yang apa yang dituliskan pada lembaran kuisioner ibu Devi selaku Staf Bidang Bina Program dan Bina Konstruksi.
“Target Indikator Kunci Utama (IKU) Dinas tercapai di akhir periode, tetapi masih harus adanya upaya kerja kerja keras yang harus dilakukan Dinas terkait untuk mempertahankan ataupun menambah taget kondisi jalan mantap kabupaten di periode berikutnya, mengingat keterbatasan anggaran dan beban tonase yang tinggi pada ruas-ruas jalan kabupaten yang vital.”
2. Pencapain kinerja organisasi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016-2021 
a. Analisis Realisasi Anggaran Hubungannya Dengan Kinerja Anggaran Pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah 
Analisis realisasi anggaran dalam hubungannya dengan kinerja anggaran adalah proses evaluasi sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan telah dihabiskan dan sejauh mana tujuan dan hasil yang diharapkan telah tercapai. Ini melibatkan membandingkan anggaran yang telah dialokasikan dengan pengeluaran aktual serta mengukur pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam anggaran tersebut.
Analisis harus membandingkan jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk setiap aktivitas atau program dengan pengeluaran aktual yang terjadi. Jika pengeluaran aktual jauh di bawah alokasi anggaran, hal ini mungkin menunjukkan bahwa anggaran tidak dimanfaatkan sepenuhnya atau ada hambatan dalam pelaksanaan program.
Analisis juga harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini melibatkan evaluasi sejauh mana pengeluaran tersebut mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Jika ada pemborosan atau penggunaan yang tidak efisien, perlu dicari penyebabnya dan diambil tindakan perbaikan.
Hasil kuisioner yang dibagikan kepada Bapak Umar selaku Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut:
“Realisasi anggaran kegiatan sebagian besar mencapai 90% dari rencana anggaran yang telah ditargetkan untuk keuangannya, hal ini dikarenakan adanya sisa pagu 10% untuk retensi di tahun berikutnya dan 100% realisasi fisik pekerjaannya.” 
B. 
C. Pembahasan
1. Evaluasi Sinkronisasi antar dokumen perencanan strategis yang ada pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016-2021
1.1 Evaluasi Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.
Sinkronisasi Surat Strategi Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 Berdasarkan Deskripsi Kriteria sudah terwujud, prosentase kesesuaian sebesar 77,22% terhadap dokumen RPJMD. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah belum optimal pada saat penyusunannya Akibatnya, pemantauan dan penilaian sangat penting untuk mengembangkan rencana strategis masa depan yang akan lebih sesuai.
1.2 Evaluasi Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.
Sangat penting untuk mengoordinasikan inisiatif pembangunan dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renja (Rencana Kerja) sebelum mulai bekerja termasuk dalam hal Dinas Bina Marga bertujuan. Tujuan koordinasi RKPD dengan SKPD adalah untuk memastikan bahwa upaya SKPD berkontribusi pada tingkat pembangunan yang diinginkan. Hal ini memungkinkan koordinasi operasi SKPD yang tepat, alokasi sumber daya yang efisien, dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lancar.
Matrik sinkronisasi antara RKPD dan Renja Dinas Bina Marga Kabupten Lampung Tengah dibawah ini digunakan untuk menghubungkan prioritas dan arah kebijakan yang tercantum dalam RKPD dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara konsisten mengimplementasikan RKPD dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah
RKPD dan Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten pada program-program penunjang prioritas pembangunan pemerintah, dimana program-program yang rencanakan pada dokumen Renstra Dinas tidak sesuai dengan program-program yang ada pada dokumen RPJMD. Penyebab terjadinya ketidaksesuaian ini adalah belum adanya pembaruan yang dilakukan pada dokumen RPJMD. RPJMD disini perlu diperbaharui secara berkala sesuai dengan perubahan kebijakan dan kondisi daerah. Program tersebut baru muncul atau diubah setelah RPJMD terakhir disusun, hal ini terkait dengan kebijakan Pemerintah dimana Program/kegiatan pada Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Hasil pemetaan Pemutakhiran Program dan Kegiatan. Dan saat ini sudah dimutakhiran dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mana bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu menciptakan kondisi yang stabil dan [image: ]harmonis dalam kehidupan masyarakat.
Secara keseluruhan di periode tahun 2016-2021 RKPD dan Renja Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah sudah selaras. Sinkronisasi kedua dokumen tersebut mencapai 100% dimana program dan kegiatan yang ada di RKPD sudah terjabarkan pada dokumen Renja Dinas Bina MArga Kabupaten Lampung Tengah.
1.3 Evaluasi Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.
Hubungan keterkaitan IKU Dinas Bina Marga dengan IKU Pemerintah Daerah berfokus pada bidang tugasnya yang terkait dengan pengelolaan jaringan jalan kabupaten. Kedua IKU ini dapat dilihat keterkaitannya dengan menggunakan bantuan matriks. Matriks ini dibuat agar peneliti lebih mudah untuk membandingkan dan menilai kinerja Pemerintah Daerah dan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. 
Di bawah ini adalah grafik target capaian kemantapan jalan dalam 5 tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah peride tahun 2016-2021 sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RPJMD. 







Gambar 5. Grafik Target Capaian Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Tengah  (RPJMD dan Renstra Dinas)
Berdasarkan grafik diatas, terlihat target kinerja kemantapan jalan pada RPJMD berbeda dengan yang ada pada Rentrsa Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah  2016-2021 pada tahun 2016, 2017, 2019 dan pada tahun 2020. Ketidak sesuain ini terjadi karena tidak adanya komunikasi yang efektif antara Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dengan staf-stafnya ataupun dari lintas OPD yang terkait dengan penyusunan RPJMD dan Renstra.  Ketidak sesuain target ini juga dapat  terjadi karena ketidaktepatan analisis dan perencanaan pada tahap penyusunan RPJMD dan Renstra, jika analisis situasi dan kebutuhan yang dilakukan pada tahap perencanaan tidak akurat atau tidak memperhitungkan faktor-faktor penting, maka taget yang ditetapkan tidak sesuai dengan realitas yang dihadapi. Kuranganya  monitoring dan  evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra dapat menyebabkan ketidaksesuain target, tanpa pemantauan yang memadai sulit untuk mengetahui sejauh mana target-target yang ditetapkan telah tercapai dan sesuai. Dan juga kurangnya koordinasi antar stakeholder juga dapat menjadi faktor terjadinya ketidaksinkronan target yang ditetapkan pada dokumen, tidak adanya koordinasi yang baik antara unit-unit terkait atau stakeholder yang terlibat dalam penyusunan amaka akan terjadi perbedaan interprestasi atau pemahaman.
Untuk mengatasi ketidaksesuain target antara RPJMD dan Renstra, penting untuk meningkatkan koordinasi antar stakeholder, melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, serta melakukan penyesuain target secara periodik sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang ada.
KPI Utama Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Periode 2016-2021 adalah sebagai berikut: 
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   Gambar  6. Realisasi  Pencapain IKU    Dinas terhadap  IKU  Pemerintah Daerah

Dari hasil survey jalan pada akhir periode tahun 2021 realisasi capaian kondisi jalan mantap sebesar 61,50% dengan target sebesar 60,89%, maka capaian realisasi iku ini sudah melampaui yang targetkan pada RPJMD.
Grafik di atas menampilkan hasil data pencapaian kondisi jalan mantap  pada tahun 2017 berada dibawah target 67,68%, dengan realisasi capaiannya hanya mencapai 58,39%. Kurangnya pendanaan, kurangnya perawatan rutin seperti perbaikan jalan, beban lalu lintas yang berlebihan dan cuaca ekstrim seperti hujan deras ataupun salahnya perancangan konstruksi dapat menjadi beberapa penyebab realisasi capaian kemantapan jalan tidak tercapai.
Secara keselurahan dilihat dari realisasi capaian kemantapan jalan periode tahun 2016-2021 bahwa evaluasi sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah dapat dikatakan sudah tercapai karena dari tahun ketahun target sudah tercapai dan melebihi target capaian. hanya di tahun 2017 capaian dibawah target, karena dari pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen ini kurang memberi penilaian terhadap kondisi geografis, lingkungan dan lalu lintas yang ada seperti volume lalu lintas yang tinggi juga dapat mengurangi prosentase kondisi jalan mantap. Mengingat dimana Kabupaten Lampung Tengah Adalah Kabupaten yang yang memiliki jalan-jalan utama atau jalan arteri yang menghubungkan kota-kota di Lampung Tengah yang memungkinkan menrima volume lalu lintas yang lebih tinggi dan kendaraan dengan tonase yang lebih besar seperti truk dan bus. Faktor dari cuaca yang ekstrim juga tidak terlepas dari salah satu penyebab dari kerusakan jalan yang baru dibangun, jadi mengurangi prosentase kondisi jalan mantap. 

2. Evaluasi Pencapain kinerja organisasi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016-2021 
a. Evaluasi Realisasi Anggaran Hubungannya Dengan Kinerja Anggaran Pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah 
Realisasi Anggaran adalah perwujudan kinerja keuangan selama satu periode anggaran pemerintah daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan penilaian terhadap sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Pusat/Daerah, termasuk perbandingan anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Untuk mengetahui apakah anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil dilaksanakan atau tidak dan apakah tujuan dan capaian yang dicapai sesuai dengan anggaran maka perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran. Hubungan antara realisasi anggaran dan kinerja anggaran dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi.
Skor kinerja anggaran dibagi ke dalam kategori berikut sesuai dengan Peraturan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang mengatur tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran:
0. Nilai kinerja anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Baik;
0. skor kinerja anggaran yang lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik.
0. Skor Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Buruk;
0. kategori Cukup meliputi Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
0. kategori Kurang meliputi Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
0. kategori Sangat Buruk mencakup Skor Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen).
Keberhasilan suatu rencana pengeluaran dapat dievaluasi dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan jumlah yang direncanakan (Mahsun, 2013).
x 100%

Realisasi

Rasio efektivitas =


	Anggaran



Dari formula perhitungan rasio efektivitas diatas melibatkan penggunaan dana dari Dinas Bina MArga KAbupaten Lampung Tengah untuk berbagai keperluan, seperti pembelian barang dan jasa, honor, biaya operasioanal dan lain sebagainya. Evaluasi realisasi pengeluaran melibatkan membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. tujuan utama untuk memastikan pengeluaran tetap sesuai dengan rencana dan penghindari pemborosan atau penggunaan dana yang tidak tepat. jika pengeluaran sesuai dengan anggaran atau bahkan dibawah anggaran paling banyak 20% dari nilai pagu ini dianggap sebagai pencapain yang baik. sesuai dengan yang sudah dikelaskan diatas kategori dari pencapaian kinerja.
Anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah dapat direalisasikan dalam beberapa cara:
· Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2016
Berdasarkan tabel realisasi tahun 2016 dapat diukur rasio efektifitas realisasi anggaran yakni sebagai berikut:
392.604.919.520

355.898.910.653
x 100%

Tahun 2016  =


=   90,65%


	        
Hasil dari rasio efektivitas realisasi anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung tengah Tahun Anggaran 2016, alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.392.604.919.520,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 355.898.910.653,00, Persentase pengeluaran aktual versus jumlah maksimum yang diperbolehkan menurut anggaran adalah 90,65. Hasilnya, rasio efisiensi adalah 90,65%, yang sangat bagus. 
· Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2017
Berdasarkan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2018 diukur rasio efektifitas realisasi anggaran yakni sebagai berikut:325.191.352.611


x 100%

346.697.488.819
Tahun 2017  =


=   98,36%


       
Hasil dari rasio efektivitas realisasi anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung tengah Tahun Anggaran 2017, alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 346.697.488.819,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 325.191.352.611,00, Rasio pengeluaran aktual terhadap batas anggaran adalah 98,36 persen. Hasilnya, kami memiliki rasio efisiensi sebesar 98,36%, yang sangat baik. Tahun 2019  =


· Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2018
Berdasarkan tabel Realisasi Keuangan di atas dapat diukur rasio efektifitas realisasi anggaran yakni sebagai berikut:
x 100%

284.443.777.520

317.956.763.559
Tahun 2018  =


=   89,46%


       
Hasil dari rasio efektivitas realisasi anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018, alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 317.956.763.559,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 284.443.777.520,00, Rasio antara pagu anggaran dengan realisasi belanja adalah 89,46%. Hasilnya, rasio efisiensi mencapai 89,46% yang dianggap memuaskan.
· Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2019
Berdasarkan tabel Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2019 dapat diukur rasio efektifitas realisasi anggaran yakni sebagai berikut:219.310.889.948


 x 100%

253.593.230.037

=   86,46%


       
Hasil dari rasio efektivitas realisasi anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung tengah Tahun Anggaran 2019, alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 253.593.230.037,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 219.310.889.948,00, Bila membandingkan pagu anggaran dengan realisasinya, rasionya adalah 86,46%. Hasilnya, kami memiliki rasio efisiensi yang baik sebesar 86,46 persen. 
· Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2020
Berdasarkan tabel Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2020 dapat diukur rasio efektifitas realisasi anggaran yakni sebagai berikut:
x 100%

142.916.260.865
126.050.509.809

Tahun 2020  =


=   88,20%


       
Hasil dari rasio efektivitas realisasi anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung tengah Tahun Anggaran 2020, alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 142.916.260.865,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.050.509.8009,00, perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi sebanyak 88,20%. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebanyak 88,20% masuk dalam kategori baik. 
· Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2021
Berdasarkan tabel realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2021 dapat diukur rasio efektivitas realisasi anggaran yakni sebagai berikut: 
X 100%

175.848.316.958
62.361.105.840
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= 35,46%


Hasil dari rasio efektivitas realisasi anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran (pagu) sebesar Rp. 175.848.316.958,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.361.105.840,00, perbandingan antara alokasi anggaran dan realisasi sebanyak 35,46%. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebanyak 35,46% dikategorikan sangat kurang.
Belum maksimalnya realiasi anggaran di tahun 2021 ini dikarenakan belum adanya kegiatan fisik yang berjalan dan mengajukan pembayaran. Pagu anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar adalah kegiatan fisik yang melibatkan pihak ketiga, seperti penyedia barang dan jasa atau biasa disebut kontraktor. Belum adanya pergerakan  fisik yang signifikan maka kegiatan penunjang yang lain juga belum dapat berjalan dengan sepenuhnya, kecuali untuk urusan administrasi perkantoran dan pengadaan barang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan yang sudah diteliti dan dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagait:
1) Dalam Evaluasi Sinkronisasi antar dokumen perencanan strategis yang ada di Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016-2021 terdapat beberapa dokumen yang disinkronkan seperti dibawah ini:
a) Evaluasi Sinkronisasi Evaluasi Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil uraian yang dijabarkan pada Bab sebelumnya pada masing-masing kriteria, sinkronisasi antara dokumen-dokumen strategi yang ada pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016-2021 sudah selaras, prosentase kesesuaian sebesar 77,22% terhadap dokumen RPJMD. Maka dari itu Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah belum optimal pada saat penyusunannya Akibatnya, pemantauan dan penilaian sangat penting untuk mengembangkan rencana strategis masa depan yang akan lebih sesuai.
b) Evaluasi Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Secara keseluruhan untuk periode tahun 2016-2021. Evaluasi RKPD dan Renja Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah sudah selaras. Sinkronisasi kedua dokumen tersebut dengan nilai rata-rata mencapai 85,71% dimana program dan kegiatan yang ada di RKPD sudah terjabarkan pada dokumen Renja Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Program dan Kegiatan dalam Renja sudah jelas dan spesifik memiliki tujuan yang terukur dan indikator pencapaian yang jelas sehingga dapat dipantau dan dievaluasi dengan baik. Meskipun di akhir periode tahun 2021 program yang terjabarkan di RKPD tidak sama dengan yang terjabarkan pada Renja Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Penyebab terjadinya ketidaksesuaian ini adalah belum adanya pembaruan yang dilakukan pada dokumen RPJMD. RPJMD disini perlu diperbaharui secara berkala sesuai dengan perubahan kebijakan dan kondisi daerah. Program tersebut baru muncul atau diubah setelah RPJMD terakhir disusun, hal ini terkait dengan kebijakan Pemerintah dimana Program/kegiatan pada Renja Perangkat Daerah kepatuhan wajib dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Hasil pemetaan Pemutakhiran Program dan Kegiatan. Dan saat ini sudah dimutakhiran dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mana bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak masyarakat. Diharapkan bahwa pendekatan ini juga akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih damai dan aman.
c) Evaluasi Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Realisasi capaian kemantapan jalan periode tahun 2016-2021 menjadi tolak ukur dari evaluasi sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Secara keseluruhan capaian IKU sudah tercapai karena dari tahun ketahun target capaian kondisi kemantapan jalan tercapai. Terdapat Realiasi capaian target kemantapan melebihi dari target yaitu pada tahun 2016 target capaian adalah 52,68% dan realisasi capaian 58,16, di tahun 2018 target capaian 54,43 dan teralisasikan 61,20%, sama halnya di akhir periode tahun 2021 target capaian 60,89 dan realisasi 61,50. Hanya saja di tahun 2017 capaian ada dibawah dengan target 67,68% sedangkan realisasi hanya mencapai 58,39%. Hal ini disebabkan karena:
· Kurangnya penilaian terhadap kondisi geografis, lingkungan dan lalu lintas yang ada dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyususnan dokumen. 
· Faktor cuaca yang ekstrim dapat juga menjadi penyebab dari kerusakan yang baru dibangun menjadi rusak sehingga mengurangi prosentase kondisi jalan mantap itu sendiri. 
· Volume lalu lintas yang tinggi dimana kita ketahui bahwa Kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten yang memiliki jalan-jalan utama atau jalan arteri yang menghubungkan kota-kota di Lampung Tengah yang memungkinkan menerima volume lalu lintas yang lebih tinggi dan kendaraan dengan tonase yang lebih besar seperti truk dan bus.
Secara keseluruhan sinkronisasi dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah sudah selaras. Namun masih perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi pembangunan infrastruktur maupun dari dokumen perencaaan itu sendiri. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi adanya perbedaan antara rencana awal dan implementasi yang sedang berlangsung maupun yang sudah berlangsung. Diharapkan dapat tercapai sinkronisasi yang lebih baik antara dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Lampung tengah dan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. 
Dari beberapa kesimpulan diatas dapat dirumuskan hasil dari uji konsistensi dari dokumen-dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

	No.
	Kabupaten Lampung Tengah
	Dinas Bina Marga
	Uji Konsistensi

	
	
	
	Sinkron/
Konsisten
	Tidak Sinkron/
Konsisten

	1.
	RPJMD
	RENSTRA
	√
	 

	2.
	RKPD
	RENJA
	√
	 

	3.
	IKU KABUPATEN
	IKU DINAS
	√
	 




2) Sejauh mana Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah mampu merealisasikan anggarannya sebanding dengan kinerja anggarannya untuk kurun waktu 2016-2021 ditampilkan pada tabel di bawah ini.
	No.
	Tahun Anggaran
	Rasio Efektifitas
	

	
	
	
	Kategori

	1.
	2016
	90,65
	Sangat Baik

	2.
	2017
	98,36
	Sangat Baik

	3.
	2018
	89,46
	Baik

	4.
	2019
	86,46
	Baik

	5.
	2020
	88,20
	Baik

	6.
	2021
	35,46
	Sangat Kurang

	Nilai Rata-rata
	81,43
	Baik



Dengan efisiensi rata-rata 81,43 persen, ini berada dalam kisaran "baik". Namun, sejumlah program dan kegiatan belum merealisasikan seluruh potensi anggarannya. Hal ini terlihat dari beberapa inisiatif yang belum berhasil dilaksanakan.
Bahwa belum maksimalnya realisasi anggaran di Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah disebabkan karena beberapa factor diantaranya: perencanaan yang kurang baik, estimasi anggaran yang diajukan tidak didasarkan dengan kebutuhan yang jelas. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi di internal Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, sehingga terjadinya kelebihan anggaran yang mengakibatkan pemborosan anggaran (over budgeting). Dan adanya arah kebijakan baru karena adanya pandemic covid-19 kegiatan tidak dapat dilaksanakan, untuk menekan lajunya penularan virus covid-19 pemerintah memberi kebijakan dengan membatasi mobilitas masyarakat yaitu pembatasan pertumuan tatap muka di masa pandemi, sehingga kiranya kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan orang banyak.

4) Saran
Untuk menghasilkan perencanaan yang baik membutuhkan pendekatan yang sistematis dan memperhatikan beberapa factor kunci. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu menghasilkan perencanaan yang baik:
1. Keberhasilan atau kegagalan proses perencanaan juga dipengaruhi oleh faktor Analisis Situasi. Melakukan analisis menyeluruh terhadap situasi atau masalah yang ingin diatasi melalui perencanaan.
1. Koordinasi. Karena adanya pembagian kerja antara program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka koordinasi menjadi hal yang penting dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi birokrasi pemerintahan. Untuk koordinasi yang lebih baik, semua unit organisasi yang ditempatkan pada masing-masing unit organisasi harus mampu menjalankan tugasnya dan selalu fokus pada hasil akhir yang sama.
1. Perencanaan yang baik harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi atau kondisi yang mungkin terjadi. Tetap terbuka terhadap umpan balik dan evaluasi danbersedia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian strategi jika diperlukan.
1. Informasi untuk pemetaan masalah dapat diperoleh dari data, tetapi bagaimana jika data yang digunakan cacat? Ini pasti akan mengubah detail yang diperlukan untuk mengembangkan solusi.an. Evaluasi terhadap proses perencanaan dan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya serta dan prediksi terhadap perkembangan ditahun yang akan dating sangat penting dilakukan. Pembaruan informasi harus diminta untuk mengumpulkan data yang lebih tepat, dan prosedur perhitungan harus menggunakan berbagai standar. 
1. Hendaknya Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan perencanaan anggaran agar memperhatikan jenis, objek dan rincian objek belanja yang akan dibutuhkan dalam suatu kegiatan sehingga realisasinya dapat mencapai hasil yang diingankan, kemudian dilakukan evaluasi program atau kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas sehingga dapat mencapai realisasi sesuai target.
[bookmark: _Toc121402050]
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